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PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 

 

ABSTRAK : -   Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. 

 
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : 

Pasal 18 ayat  (6)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah 
Tingkat II Tangerang, Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan 
Provinsi Banten, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan 
Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang 
Perimbangan Keuangan Antara   Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 
2017 Tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Pertanggungjawaban      Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran   Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor  77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah, Peraturan Daerah  Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 
2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun 
Anggaran 2020, Peraturan  Daerah Kota Tangerang Nomor 04 Tahun 2020 Tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun 
Anggaran 2020, Peraturan  Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang 
Pengelolaan Keuangan  Daerah. 
 

-    Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : 
 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Per 31 
Desember 2020 memuat laporan : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan 
Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, 
Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan. Selain laporan keuangan 
sebagaimana dimaksud, dilampiri ikhtisar laporan keuangan yang meliputi : Badan 
Usaha Milik Daerah terdiri dari : Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng, 
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Perusahaan Daerah Pasar dan PT. Tangerang Nusantara Global serta PT. Bank bjb, 
Tbk. 
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud sebagai berikut (dalam 

rupiah): 

Pendapatan    3.648.663.446.803,00 

Belanja          (3.508.696.005.532,78) 

Transfer                (2.738.243.000,00) 

Surplus                                                 137.229.198.270,22 

 Pembiayaan 

Penerimaan            452.209.160.887,00 

Pengeluaran                                         (0,00) 

 Pembiayaan Neto 452.209.160.887,00 

 

 

  

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
 

(SILPA) 

 

589.438.359.157,22 

 

CATATAN :   Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 05 
Agustus 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


